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Pendekatan yang lebih baik dalam pelaksanaan desentralisas fiskal yang perlu dilakukan saat ini adalah
memperkuat basis pgjak daerah dengan menetapkan jenis pajak daerah yang secarateori dan praktik tepat
sebagail pgak daerah disertai dengan kewenangan yang besar dalam menetapkan tarif. pengalihan BPHTB
menjadi pajak daerah akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagal salah satu sarana
untuk meningkatkan kualitas belanja daerah (local spending quality). Peningkatan kualitas belanja daerah
akan memperbaiki kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementas pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan di Kota Depok, penyebab penurunan penerimaan BPHTB setelah dikelola oleh Kota Depok, dan
upaya-upayayang ditempuh Kota Depok untuk meningkatkan penerimaan dari Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan. Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Variabel yang
akan digunakan adalah standar dan sasaran kebijakan, komunikasi, sumber daya, disposisi/perilaku, struktur
birokrasi, kinerja kebijakan dan manfaat yang dihasilkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut dalam pelaksanaan pemungutan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Depok telah terlaksana. Faktor utama yang diketahui
menyebabkan penurunan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kota Depok di tahun
2011 adalah jangka waktu pemungutan berkurang karenaterpaka membuat aplikasi yang belum siap, yaitu
baru dilaksanakan mulai bulan Juni 2011. Pemerintah Depok berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan
penurunan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena memiliki kontribusi terbesar
terhadap Pendapatan Adli Daerah. Upaya yang penting dilakukan dalam meningkatkan penerimaan
pemungutan BPHTB di Kota Depok adalah mengintensifkan pelaksanaan verifikasi dan membangun
koordinas secara sistem dengan menambah jumlah petugas verifikas lapangan dan IT disertai sarana dan
prasarana penunjang.

...... A better approach in the implementation of fiscal decentralization isto strengthen the local tax base,
which in theory and practice exactly asthe local tax authority accompanied by alarge part in setting rates.
Duty on land and buildings acquisition (BPHTB) collection will increase local own revenues (PAD) asa
means to improve the local spending quality. Improving the local spending quality will improve the quality
of public servicesin order to improve the welfare of society. This study aimsto analyze the implementation
of duty on land and buildings acquisition collection in City of Depok, cause of decreasing the revenue of
BPHTB after implementing by Depok City Authorities, and effort to increase the revenue of duty on local
and building acquisition. Researcher used a descriptive method with qualitative approach. Variables will be
used are policy standard and objectives, communication, resouces, disposition, attitudes, bureaucratic
structure, policy performance, and benefits generated.

The results show that the condition of variables in the implementation duty on land and building acquition


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20329226&lokasi=lokal

collection have been met in City of Depok. The main factors causing a decrease in revenuesis dueto less
time spent collection of duty on local and building acquisition at 2011, caused application is not ready.
Depok government committed to improve the revenue of duty on local and building acquisition because it
has the greatest contribution to the region revenue. The main effort to increase the revenues by doing more
intensive field verification and build systems coordination.



